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ABSTRACT 

Indonesia as a state of law pays intensive attention to the problem of drug abuse, this is 

because in Indonesia, drug abuse cases are very common. Everyone can become a victim of 

drug abuse regardless of age or profession. This applies to all levels of society, from 

students, professionals, public figures, artists, to government officials and state security 

institutions, such as the TNI and Polri. According to the Narcotics Law No. 35/2009, TNI 

members who commit drug offenses may be subject to criminal penalties if proven to have 

done so. According to Article 6 of the Criminal Procedure Code, in addition to the main 

punishment, members of the TNI may be subject to additional punishment, such as dismissal 

from military service, demotion, and revocation of certain rights. The type of research used 

in writing this research is library research (literature study) with normative juridical 

research methods. Normative legal research as research that refers to legal norms contained 

in legislation and court decisions. Suggestions that can be sought to overcome the criminal 

act of narcotics abuse by members of the TNI are by conducting legal counseling by Kumdam 

(Kodam Law), and Military Police in each unit, especially the Army, in each TNI Army unit 

is also expected to always hold mental coaching in the form of spiritual or religious 

activities. Also hold physical exercises so that there is no thought of committing criminal 

acts of narcotics abuse. 
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ABSTRAK 

Negara Indonesia sebagai negara hukum memperhatikan secara intensif permasalahan 

penyalahgunaan narkotika, hal ini dikarenakan di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkoba 

menjadi sangat umum. Setiap orang dapat menjadi korban penyalahgunaan narkotika tanpa 

memperhatikan usia atau profesinya. Hal ini berlaku bagi semua lapisan masyarakat, mulai 

dari pelajar, mahasiswa, profesional, tokoh publik, artis, hingga pejabat pemerintah dan 

lembaga keamanan negara, seperti TNI dan Polri. Menurut Undang-Undang Narkotika No. 

35 Tahun 2009, anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba dapat dikenakan 

hukuman pidana jika terbukti melakukannya. Menurut Pasal 6 KUHAP, selain pidana pokok, 

anggota TNI dapat dikenakan hukuman tambahan, seperti pemecatan dari dinas militer, 

penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu. Jenis peeneelitian yang digunakan 

dalam peenulisan penelitian ini adalah library research (studi kepustakaan) dengan metode 

penelitan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang mengacu pada 

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan. Saran yang dapat diupayakan untuk menanggulangi tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI adalah dengan melakukan penyuluhan hukum 

oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di seetiap satuan khususnya Angkatan 

Darat, di setiap satuan TNI Angkatan Darat juga diharapkan selalu mengadakan pembinaan 

mental berupa kegiatan kerohanian atau keagamaan. Juga mengadakan latihan-latihan fisik 

sehingga tidak ada pikiran untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota TNI 
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A. PENDAHULUAN  

Negara Indonesia sebagai negara hukum memperhatikan secara intensif 

permasalahan penyalahgunaan narkotika, hal ini dikarenakan di Indonesia, kasus 

penyalahgunaan narkoba menjadi sangat umum. Kasusnya dapat ditemukan di hampir 

setiap wilayah. Hal ini disebabkan oleh globalisasi dan modernisasi di era digital, yang 

memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan jaringan penyalahgunaan narkoba, 

yang menyebabkan penyebarannya semakin meluas. Laporan dari Badan Narkotika 

Nasional (BNN) menunjukkan bahwa sabu adalah jenis narkoba yang paling banyak 

diungkap. Ada 22.950 kasus narkoba jenis sabu sepanjang tahun 2021. Diikuti oleh 2.105 

kasus dengan ganja, 1.245 kasus daftar obat G, dan 697 kasus obat keras. BNN 

menangani 6.894 kasus narkotika dari tahun 2009 hingga 2021, dan 10.715 orang 

didakwa. Jumlah kasus narkotika yang berhasil ditangani pada tahun 2021 berjumlah 766 

kasus, dengan 1.184 orang yang ditangkap. Paling banyak kasus penegakan hukum 

narkotika terjadi di Sumatera Utara, dengan 54 kasus. Diikuti oleh 47 kasus di Jawa 

Timur dan 41 kasus di Jawa Barat.  Namun, setiap orang dapat menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika tanpa memperhatikan usia atau profesinya. Hal ini berlaku 

bagi semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, profesional, tokoh publik, 

artis, hingga pejabat pemerintah dan lembaga keamanan negara, seperti TNI dan Polri. 

Penggunaan narkoba memiliki efek yang sangat besar, terutama pada pemakai 

atau korban. bahwa "efek negatif penggunaan narkoba pada penggunanya adalah euforia 

dan halusinasi." Selain itu, narkoba menyebabkan ketagihan, yang berarti kepuasan 

sementara akan menyebabkan masalah psikologis dalam jangka panjang. Narkoba sangat 

berbahaya, tetapi sayangnya banyak orang yang tergiur untuk mencobanya hingga 

ketagihan. Narkotika memiliki efek yang berbeda terlepas dari siapa dan di mana 

seseorang berada; bahkan tentara mungkin tergiur untuk menggunakannya. Anggota 

militer yang menjadi pengguna dan ketergantungan narkoba pasti akan mengganggu 

kinerjanya karena menghambat pelaksanaan tugas penting dan tidak dapat melakukan 

tugas dengan akal sehat dan kekuatan fisik yang kuat. Sebagai alat pertahanan negara, 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan 

pertahanan negara untuk melakukan kebijakan terakit pertahanan negara 

mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan 

keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara 

aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.1     

Militer harus menjadi contoh bagi masyarakat sipil untuk melakukan 

pencegahan dan pencegahan agar mereka tidak melakukan tindak pidana atau menjadi 

pecandu narkoba. Perlu diingat bahwa militer di Indonesia bekerja berdasarkan intuisi 

dan anggotanya sangat taat pada aturan. Menurut beberapa lembaga survei, TNI 

mendapat dukungan tertinggi dari masyarakat Indonesia. Di antaranya, menurut survei 

Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 24 Juni 2022, TNI menerima tingkat 

kepercayaan publik tertinggi sebesar 93,2%. Sementara itu, menurut survei tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 

31 Agustus 2022, TNI menerima tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi sebesar 93%. 

Hasil Lembaga Survei Pusat untuk Strategi dan Keamanan Internasional juga 

menunjukkan bahwa TNI menerima tingkat kepercayaan masyarakat. Dijelaskan bahwa  

para prajurit dan TNI tentang pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat mereka 

dengan bertindak dan berbicara sesuai dengan tugas mereka. Selain berfungsi sebagai 

peertahanan militer, TNI juga dapat berfungsi sebagai tokoh publik atau contoh bagi 

masyarakat Indonesia, karena tingginya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap 

 
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. 
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TNI.2 

Menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, anggota TNI yang 

melakukan tindak pidana narkoba dapat dikenakan hukuman pidana jika terbukti 

melakukannya. Menurut Pasal 6 KUHAP, selain pidana pokok, anggota TNI dapat 

dikenakan hukuman tambahan, seperti pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, 

dan pencabutan hak-hak tertentu. Hukuman tambahan ini tidak diatur dalam undang-

undang.3 Peenanganan kasus peenyalahgunaan narkoba baik bagi masyarakat umum 

maupun bagi peelaku atau peerantara atau korban atau konsume en diatur deengan undang- 

undang No. 35 tahun 2009 te entang Narkotika. Peengeedar akan dijatuhi hukuman yang 

seesuai deengan Undang-Undang teerseebut dan peengguna meendapatkan peerlindungan 

hukum meelalui reehabilitasi.4 

Dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh TNI 

diberlakukan hukum militer. Hukum militer adalah bagian integral dan tidak dapat 

dipisahkan dari sistem hukum nasional. Itu juga merupakan bagian dari undang-undang 

yang melarang penegakan keamanan negara. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar 

hukum militer harus dipisahkan dari tugas militer dan, pada gilirannya, dari prinsip-

prinsip dasar hukum nasional. Di sisi lain, hukum militer bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa tugas-tugas militer tersebut dilaksanakan dengan baik dan selesai. 

Salah satu tujuan pengembangan hukum militer adalah untuk memastikan bahwa 

penyelenggaraan keamanan dan keamanan bekerja sama untuk mewujudkan wawasan 

nasional dan ketahanan nasional. Tujuan ini adalah untuk menjamin kelangsungan hidup 

rakyat dan organisasi yang bertujuan untuk membangun masyarakat secara keseluruhan. 

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait mekanisme penegakan 

hukum penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

 

   B. METODE PENELITIAN 

 Jeenis peeneelitian yang digunakan dalam pe enulisan penelitian ini adalah library 

reeseearch (studi keepustakaan) deengan meetodee peeneelitan yuridis normatif. Pe eneelitian 

hukum normatif se ebagai peeneelitian yang me engacu pada norma-norma hukum yang 

teerdapat dalam peeraturan peerundang-undangan dan putusan pe engadilan. Diseebut juga 

seebagai peeneelitian hukum doktrinal, yaitu peeneelitian teerhadap hukum yang dikonseepkan 

dan dikeembangkan atas dasar doktrin yang dianut peengkonseep atau dalam 

peengeembangannya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primeer yang meerupakan 

bahan hukum yang beersifat autoritatif, artinya meempunyai otoritas. Bahan-bahan 

hukum primeer teerdiri atas peerundang-undangan, catatan-catatan reesmi atau risalah 

dalam peembuatan peerundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan 

yang digunakan dalam peeneelitian ini, yaitu: 

a. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 teentang narkotika. 

b. Kitab undang-undang hukum pidana militeer. 

Kemudian juga menggunakan bahan hukum seekundeer yang meerupakan seemua 

publikasi teentang hukum yang bukan teermasuk dokumeen reesmi, seepeerti buku-buku teeks, 

kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komeentar-komeentar atas putusan peengadilan. 

Bahan hukum seekundeer yang digunakan dalam peeneelitian ini, antara lain adalah buku-

buku yang beerkeenaan deengan ilmu peerundang-undangan, skripsi dan jurnal se erta mateeri 

 
2 Info Publik Diakses pada tanggal  6 Desember 2023 Pukul 20.20 WIB https://bit.ly/47ydWYH 
3 Imam, W., dkk. 2014. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang 

dilakukan oleh anggota TNI”. Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 h. 4-5. 
4 Suhadi Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer Bela Negara, Badan 

Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara Jakarta 1996, h. 2. 



Jurnal Bevinding Vol 01 No 10 Tahun 2024 

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 

E-ISSN 3024-9805 

 

72 
 

mateeri hukum yang beerkaitan deengan peeneelitian ini. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pecandu narkoba dianggap 

sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana. Namun, pecandu 

narkoba juga merupakan korban, dan penting untuk mempertimbangkan perlindungan 

hukum terhadap korban tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba, dalam diskusi 

ini. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa 

"Peecandu Narkoba dan korban peenyalahgunaan narkotika wajib meenjalani 

reehabilitasi meedia dan reehabilitasi sosial." Ini dimaksudkan untuk korban 

peenyalahgunaan narkotika yang tidak seengaja melakukan penggunaan narkoba 

karena dibujuk, dipeerdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk melakukannya. 

Setiap tindakan atau tindakan TNI yang melanggar hukum, disiplin, atau tata 

tertib yang dapat merendahkan martabat dan kewibawaan dapat menyebabkan 

kekacauan di masyarakat dan harus ditindak. Anggota TNI yang melakukan tindak 

pidana akan diproses di peradilan militer. Ini tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 teentang Peradilan Militer, yang kemudian dikenal 

sebagai Undang-Undang Peradilan Militer. Peradilan militer melakukan tindakan 

hukum di antara anggota Angkatan Bersenjata untuk memastikan hukum dan keadilan 

sambil menjaga keamanan tentara. Karena itu, semua anggota militer harus mematuhi 

dan mematuhi hukum yang berlaku bagi militer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya. 

  Hukum Pidana Militer adalah hukum pidana khusus yang dimaksudkan untuk 

dibedakan dari hukum pidana umum yang berlaku untuk semua orang. Asas hukum Lex 

Specialist Derogat Legi Generale menyatakan bahwa aturan hukum khusus 

mengabaikan aturan hukum umum. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Militer (KUHPM) tidak secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana 

penyalahgunaan narkoba, hakim militer menggunakan peraturan di luar KUHP untuk 

memutus kasus terkait narkoba. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP, yang menetapkan 

bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia berlaku bagi setiap 

orang yang berada dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana 

tanpa membedakan apakah orang itu warga sipil atau militer, baik anggota militer 

maupun masyarakat biasa dilayani dengan cara yang sama dalam hukum, dengan 

anggota militer menerima sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Militer (KUHP). 

  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di Indonesia 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peradilan militer. Karena Undang-Undang 

Peradilan Militer mengatur yurisdiksi, struktur, dan fungsi peradilan militer, setiap 

tindakan yang merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI atau 

yang dipersamakan oleh mereka harus diproses melalui peradilan militer. Namun, 

dengan berkembangnya demokrasi dan hak asasi manusia, diperlukan perubahan pada 

sistem peradilan militer. Terutama, yurisdiksi peradilan militer perlu mengubah sektor 

keamanan, dengan tujuan untuk menciptakan hakim yang baik di sana. 

  Sebenarnya, ada perbedaan antara pengadilan militer yang diatur oleh hukum 

penegakan militer dan pengadilan militer yang diatur oleh hukum dalam keadaan 

perang. Hukum militer dapat dianggap sebagai bidang hukum khusus yang mencakup 

peraturan yang berlaku bagi organisasi militer atau setidaknya orang sipil tertentu yang 

diberlakukan hukum militer berdasarkan undang-undang. Sangat penting untuk 

memberikan kekuatan kepada lembaga penegak hukum di Indonesia, terutama dalam 
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hal kekuatan lembaga penegak hukum itu sendiri, karena jika kekuatan lembaga 

penegak hukum lain tidak diperkuat atau diperjelas, akan terjadi dualisme dalam 

menangani kasus pidana antara dua lembaga atau lebih. Salah satu contohnya adalah 

adanya dualisme dalam menangani kasus pidana antara Kejaksaan Tinggi dan 

Kejaksaan Agung. 

  Anggota militer yang melakukan tindak pidana selain yang diatur dalam Pasal 

6 KUHPM juga dapat dikenakan pidana tambahan. Peecatan dari dinas militer dan 

peenurunan pangkat teentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jeenis 

pidana tambahan ini bersifat murni karena tindak pidana yang dilakukan oleh anggota 

militer dan juga merupakan peembeeratan peemidanaan bagi mereka yang melakukan 

tindak pidana tersebut.5 

  Secara yuridis, tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar undang-

undang pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang 

harus dihindari dan siapa pun yang melakukannya akan dikenakan hukuman pidana. 

Semua warga negara harus mematuhi semua larangan dan tanggung jawab yang 

ditetapkan oleh Undang-Undang. Tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum 

yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan harus dihukum. Orang yang melakukan 

tindak pidana memikul tanggung jawab pidana atas tindak pidana itu jika dia bersalah, 

tetapi orang lain memiliki pandangan normatif yang menentang tindak pidana.6 

Pada dasarnya hukum pidana milite er dapat dibeerikan peengeertian seecara singkat 

dan seedeerhana seebagai hukum pidana yang be erlaku khusus bagi anggota militeer. Oleeh 

kareena itu untuk dapat me emahami peengeertian hukum pidana militeer, maka harus 

dipahami teerleebih dahulu meengeenai peengeertian hukum pidana dan peengeertian militeer itu 

seendiri. Seebagaimana halnya de engan peengeertian hukum pada umumnya, maka hukum 

pidana pada dasarnya dapat me empunyai beerbagai macam peengeertian, teergantung dari 

sudut atau aspeek mana orang me emandang atau me embeeri arti keepada hukum pidana 

teerseebut. 

Hukum pidana milite er umumnya meencakup asas-asas umum yang juga beerlaku 

dalam hukum pidana pada umumnya. Beebeerapa asas hukum pidana milite er yang peenting 

antara lain: 

1. Asas Leegalitas : Tindakan pidana milite er hanya dapat dike enakan jika diatur dalam 

undang-undang yang beerlaku. 

2. Asas Keesamaan di Deepan Hukum : Seemua anggota militeer seetara di deepan hukum 

dan tunduk pada peeraturan hukum yang sama. 

3. Asas Keepeentingan Umum : Hukuman milite er ditujukan untuk meenjaga disiplin dan 

keeamanan dalam keepeentingan umum. 

4. Asas Keewajaran : Pidana militeer haruslah seesuai dan proporsional te erhadap 

peelanggaran yang dilakukan. 

5. Asas Peerintah Hukum : Pe elaksanaan tindakan pidana dapat dilakukan se esuai 

deengan peerintah hukum yang sah. 

6. Asas Peembeelaan Diri : Hak untuk meembeela diri teetap ada, dan teerdakwa me emiliki 

hak untuk meembeerikan peembeelaan. 

Sementara dalam pasal 9 Undang-Undang Peeradilan Militeer beerweenang 

meengadili tindak pidana yang dilakukan ole eh seeseeorang yang pada waktu 

 
5 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Menurut sistem KUHP, pidana pokok itu hanya 

dapat dijatuhkan satu jenis saja. Jika terhadap suatu tindak pidana diancam dengan beberapa jenis pidana pokok, 

maka pidana pokok itu selalu diancamkan secara altenatif, artinya hakim hanya boleh memilih satu diantaranya, 

Malang, 2015 h. 293. 
6 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. h. 22. 
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meelakukan tindak pidana adalah: 

1. Prajurit 

2. Yang beerdasarkan undang-undang dipeersamakan deengan prajurit  

3. Anggota atau suatu golongan atau badan atau yang dipe ersamakan atau yang 

dianggap seebagai prajurit beerdasarkan undang-undang 

4. Seeseeorang yang tidak masuk golongan huruf a, b, c akan te etapi atas keeputusan 

Panglima Angkatan Be erseenjata Reepublik Indoneesia (Panglima) deengan peerseetujuan 

Meenteeri Hukum dan HAM harus diadili oleeh suatu peengadilan dalam lingkungan 

peeradilan milite er. 

Kemudian tentang perbedaan sanksi akan dijelaskan dalam tabel berikut 

Pasal 10 KUHP : 

Pidana Pokok 

1. Pidana Mati 

2. Pidana Peenjara 

3. Pidana Kurungan 

4. Pidana Deenda 

5. Pidana Tutupan 

 

Pasal 6 KUHPM : 

Pidana Pokok 

1. Pidana Mati 

2. Pidana Peenjara 

3. Pidana Kurungan 

4. Pidana Tambahan (Undang-

Undang No. 20 Tahun 1946) 

Pidana Tambahan :  

1. Peencabutan hak-hak teerteentu 

2. Peerampasan barang-barang teerteentu 

3. Peengumuman putusan hakim 

Pidana Tambahan :  

1. Peemeecatan dari dinas militeer 

deengan atau tanpa peencabutan 

haknya untuk meemasuki angkatan 

beerseenjata 

2. Peenurunan pangkat 

3. Peencabutan hak-hak yang 

diseebutkan pada pasal 35 ayat (1) 

nomor 1, 2 dan 3 KUHP 

 Proses penyelesaian kasus militer melewati tahapan yang sama dengan proses 

penyelesaian kasus umum. Tahapan-tahap ini meliputi investigasi, tuntutan, percobaan di 

dalam Pengadilan, dan, akhirnya, pelaksanaan keputusan Pengadilan. Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 1997 tentang Peeradilan Militer Pasal 69 mengatur prosedur penyidikan, 

yang dimulai dengan: Tindakan pendahuluan, yang terdiri dari laporan polisi dan tindakan 

pertama di teempat kejadian. Laporan polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh 

seseorang kepada pejabat yang bertentangan dengan undang-undang atau diduga 

melakukan tindak pidana. Siapapun yang menduga atau mengetahui adanya tindak pidana 

narkoba yang dilakukan oleh anggota militer harus memberi tahu Polisi Militer agar 

mereka menangkap tersangka. Tindakan peertama diteempat keejadian yaitu Peenyidik Militeer 

dapat meelakukan tindakan peertama di teempat keejadian seesuai deengan weeweenang peenyidik 

yang diatur dalam Pasal 71 yaitu:  

a. Meeneerima laporan atau peengaduan dari seeseeorang teentang teerjadinya suatu peeristiwa 

yang meerupakan tindak pidana; 

b. Meelakukan tindakan peertama pada saat dan di teempat keejadian; 

c. Meencari keeteerangan dan barang bukti; 

d. Meenyuruh beerheenti seeseeorang yang diduga seebagai teersangka dan meemeeriksa tanda 

peengeenalnya; 

e. Meelakukan peenangkapan, peenggeeleedahan, peenyitaan, dan peemeeriksaan surat-surat; 

f. Meengambil sidik jari dan meemotreet seeseeorang; 

g. Meemanggil seeseeorang untuk dideengar dan dipeeriksa seebagai teersangka atau saksi; 
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h. Meeminta bantuan peemeeriksaan seeorang ahli atau meendatangkan orang ahli yang 

dipeerlukan dalam hubungannya deengan peemeeriksaan peerkara; 

i. Meengadakan tindakan lain meenurut hukum yang beertanggungjawab. 

Saat ini, peeradilan pidana bagi Teentara Nasional Indoneesia (TNI) ditangani di 

peengadilan militeer, yang beerpuncak pada Mahkamah Agung, Pada saat yang sama, 

peeradilan beertanggung jawab untuk peenuntutan, Keejaksaan adalah suatu badan dalam 

lingkungan militeer yang meenjalankan keekuasaan keejaksaan dan peenyidikan peemeerintah 

neegara bagian di bawah komando Panglima Teertinggi.7 Leembaga teerseebut teerdiri dari 

Oditurat Militeer, Oditurat Militeer Tinggi dan Oditurat Jeendeeral seerta Oditurat Peerteempuran 

yang beertindak seebagai wakil peemeerintah dan neegara. Beebeerapa organ maupun leembaga 

yang meemiliki otoritas untuk meenangnai peelanggaran tindak pidana militeer dalam systeem 

peeradilan militeer antara lain hakim, paniteera dan oditurat. 

Proses penyelesaian kasus perkara militer melewati tahapan yang sama dengan proses 

penyelesaian kasus umum. Tahapan-tahapan ini meliputi: 1) Tahapan penyidikan, 2) 

Penuntutan, 3) Pemeriksaan di depan Pengadilan, dan 4) Pelaksanaan putusan Pengadilan. 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 69 mengatur 

prosedur penyidikan, yang dimulai dengan: Tindakan pendahuluan, yang terdiri dari 

laporan polisi dan tindakan pertama di tempat kejadian. Peembuatan laporan polisi adalah 

peembeeritahuan yang disampaikan ole eh seeseeorang kareena hak dan keewajibannya 

beerdasarkan Undang-Undang keepada peejabat yang beerweenang teentang teelah atau seedang 

atau diduga akan te erjadinya peeristiwa tindak pidana. Siapapun yang me enduga atau 

meengeetahui adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan ole eh Anggota Militeer seegeera 

lapor keepada Polisi Milite er agar seegeera dilakukan tindakan teerhadap teersangka yang 

disangkakan. Tindakan peertama diteempat keejadian yaitu Peenyidik Militeer dapat meelakukan 

tindakan peertama di teempat keejadian seesuai deengan weeweenang peenyidik. 

 

D. PENUTUP 

     1. Kesimpulan 

Seetiap peerbuatan atau tindakan anggota TNI yang meelanggar hukum, disiplin, tata 

teertib yang dapat meenurunkan martabat dan keewibawaan seerta dapat pula meenimbulkan 

keereesahan dalam masyarakat peerlu deengan ceepat diambil tindakan hukum, tidak 

terkecuali bagi anggota TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika. Bagi 

anggota TNI yang meelakukan tindak pidana diprosees di peeradilan teerseendin di luar 

peeradilan umum yaitu diprosees di peeradilan militeer yang teercantum dalam Pasal 5 ayat 1 

pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 teentang Peeradilan Militeer bahwa 

seelanjutnya diseebut Undang-Undang Peeradilan militeer. Peeradilan militeer meerupakan 

peelaksanaan keekuasaan keehakiman di lingkungan Angkatan beerseenjata, untuk 

meeneegakkan hukum dan keeadilan deengan meempeerhatikan keepeentingan peenyeeleenggaraan 

peertahanan neegara. Oleeh kareena itu seetiap peersonil militeer harus tunduk dan taat keepada 

keeteentuan-keeteenuan hukum yang beerlaku bagi militeer, yaitu Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Militeer (KUHPM) dan peeraturan lainnya. Menurut Undang-Undang 

Narkotika No. 35 Tahun 2009, anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba dapat 

dikenakan hukuman pidana jika terbukti melakukannya. Menurut Pasal 6 KUHAP, selain 

pidana pokok, anggota TNI dapat dikenakan hukuman tambahan, seperti pemecatan dari 

dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu. 

2. Saran 

  Oleeh sebab itu saran yang dapat diupayakan untuk meenanggulangi tindak pidana 

peenyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI adalah dengan meelakukan peenyuluhan 

 
7 Darwan Prints, Peradilan Militer, (Medan, Citra Aditya Bakti, 2003). 
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hukum oleeh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militeer di seetiap satuan khususnya 

Angkatan Darat guna menelusuri apabila terjadi upaya penyalahgunaan narkotika maka 

hukuman khusus dibeerikan dengan bentuk peemeecatan, deengan adanya peemeecatan seecara 

tidak hormat akan mengurangi teerjadinya peenyalahgunaan narkotika ole eh anggota TNI 

Angkatan Darat. Seecara leebih rinci peenceegahan peenyalahgunaan narkotika te elah diatur 

dalam peeraturan Panglima Te entara Nasional Indoneesia Nomor 27 pasal 4 Tahun 2013 

teentang Reencana Aksi Nasional di Lingkungan TNI. Ke egiatan dalam Re encana Aksi di 

Lingkungan TNI me erupakan upaya nyata dalam rangka pe enceegahan, peembeerantasan 

teerhadap peenyalahgunaan dan pe ereedaran geelap narkotika di lingkungan TNI. Di Seetiap 

satuan TNI Angkatan Darat juga diharapkan seelalu meengadakan peembinaan me ental beerupa 

keegiatan keerohanian atau ke eagamaan. Juga me engadakan latihan-latihan fisik seehingga 

tidak ada pikiran untuk me elakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.  
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